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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai 

tata cara pengelolaan dana kapitasi pada UPTD Puskesmas Betun Dinas 

Kesehatan Kabupaten Malaka.  

  Secara umum tata cara pengelolaan dana kapitasi pada UPTD Puskesmas 

Betun Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pada tahap penganggaran dana kapitasi pada UPTD Puskesmas Betun   

telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014. 

2. Pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan dana kapitasi pada UPTD 

Puskesmas Betun belum optimal karena ada 2 hal yaitu:  

a. Dana kapitasi tidak terealisasi 100%, dan berdasarkan hasil wawancara 

dengan narasumber dalam hal ini masyarakat yang memperoleh 

fasilitas kesehatan tingkat pertama di UPTD Puskesmas Betun 

dijelaskan bahwa terkadang mereka masih kesulitan untuk memperoleh 

obat-obatan yang di butuhkan yang tidak ada di Puskesmas sehingga 

harus membeli di luar. Maka dari itu pada tahap ini belum sesuai dengan 

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014. 

b. Mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap 

triwulan kepada Kepala FKTP. 

3. Pada tahap pertanggung jawaban dana kapitasi pada UPTD Puskesmas 

Betun telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

diambil, maka ada beberapa saran yang akan peneliti berikan, yaitu: 

1. Dalam pengalokasian dana kapitasi pada UPTD Puskesmas Betun 

sebaiknya dilakukan sesuai dengan peraturan oleh pemerintah, seperti biaya 

alokasi untuk belanja obatobatan tidak boleh digunakan untuk belanja 

kebutuhan lain-lain, agar masyarakat tidak perlu membeli obat di luar UPTD 

Puskesmas Betun. 

2. Bendahara danakapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Betun sebaiknya harus 

mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan 

kepada Kepala FKTP. 
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